BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dapat di ambil
kesimpulan bahwa upaya yang harus diambil oleh dinas perhubungan

Provinsi Nusa Tenggara Timur UPTD perijinan dan pengawasan LLAJ dalam

mengoptimalkan penerimaaan retribusi ijin trayek adalah dengan cara :

1. Penerimaan Retribusi ljin Trayek Yang Optimal adalah pada tahun 2018
Sebesar Rp 166.150.000 , pada tahun 2019 sebesar Rp 247.600.000, dan
pada tahun 2020 sebesar Rp 250.650.000, dan jumlah kendaraan
sebenarnya yang mendaftar adalah pada tahun 2018 sebesar 532
kendaraan, pada tahun 2019 sebesar 726 kendaraan, dan pada tahun 2020
sebesar 707 kendaraan.

2. Faktor-faktor yang memperkuat proses pemungutan retribusi ijin trayek
dengan meningkatkan Faktor SDM. Yang dimana dalam meningkatkan
SDM vyaitu dengan melalui jalur pendidikan, pendekatan, penyuluhan dan
sosialisasi akan pentingnya retribusi ijin trayek bagi objek retribusi dan
pegawai, selain itu juga dalam memprkuat proses pemungutan retribusi
ijin trayek antar lain :

a) Meningkatkan kesadaran para wajib retribusi (para pengemudi
atau pemilik kendaraan).
b) Meningkatkan pembinaan dan faktor disiplin kerja.

c) Meningkatkan SDM dan Pengawasan di lapangan.

88



3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Faktor Perekonomian dengan
cara meringankan tarif penerimaan retribusi kepada para wajib retribusi
dikarenakan kurangnya pendapatan dari para wajib retribusi akan
usahanya, meskipun usahnya tidak stabil atau tidak jalan para wajib
retribusi tetap membayar tarif retribusi atau registrasi ulang sesuai tarif
yang sudah diringankan sehingga pendapatan atau penerimaan tetap
diterima, sehingga penerimaan tersebut dapat membantu perekonomian
daerah ditengah masa pandemi covid-19.

6.2. Saran
Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dijelaskan
sebelumnya, maka ada beberapa saran yang diberikan oleh penulis yang
mungkin menjadi masukan bagi UPTD perijinan dan pengawasan LLAJ
wilayah Kupang sebagai berikut :

1. Retribusi ljin Trayek merupakan salah satu sumber penerimaan daerah.
Oleh karena itu, pengelolaan pemungutan retribusi ijin trayek perlu
diperhatikan dengan baik agar dapat mencapai hasil yang optimal sehingga
dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Hendaknya dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, UPTD Perijinan
dan Pengawasan lebih meningkatkan faktor SDM dengan baik sehingga
dalam menempatkan pegawai harus sesuai dengan pendidikan serta sesuai
dengan tugas dan fungsinya masing-masing agara dalam menjalankan
penerimaan retribusi ijin trayek dapat dilakukan dengan baik dan efektif

baik di lapangan maupun di dalam kantor.
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3. Hendaknya memberikan sanksi yang tegas kepada para wajb retribusi
yang melanggar sesuai aturan yang berlaku dan melakukan razia terhadap
kendaraan yang tidak melakukan pembayaran retribusi ijin trayek serta
melakukan tindakan yang keras kepada pihak — pihak ketiga atau terminal

bayangan.
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